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ABSTRAK 
 

ANALISIS SYARAT SAHNYA TRANSAKSI PADA PRAKTIK JUAL 

BELI PUPUK ANORGANIK DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM 

EKONOMI SYARIAH 

(Studi Kasus di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang 

Bawang) 

 

Oleh : 

TRIYANI NUR BAROKAH 

NPM. 1902022022 

 

Jual beli merupakan sebuah transaksi bisnis yang dianggap sebagai aspek 

penting dalam kehidupan umat Muslim. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah ketentuan aspek tersebut juga telah diatur. Salah satu aspek yang menjadi 

pembahasan adalah rukun dan syarat sah yang tidak dipenuhi oleh masyarakat 

dalam melakukan praktik jual beli, seperti jual beli pupuk anorganik yang 

berakhir dengan jual beli fasad. Tidak sedikit orang yang melakukan transaksi jual 

beli pupuk anorganik seperti yang terjadi di Desa Panca Karsa Purna Jaya 

beberapa orang melakukan manipulatif dalam berbisnis yaitu melakukan cidera 

janji, tidak membayar sisa modal yang diberikan. Hal tersebut tentu tidak 

diperbolehkan dan akan mendapatkan sanksi menurut KHES.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah praktik jual 

beli pupuk anorganik dan bagaimanakah syarat sahnya pada transaksi jual beli 

pupuk anorganik.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data diolah 

secara kualitatif deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli 

yang dilakukan di Desa Panca Karsa Purna Jaya merupakan praktik jual beli yang 

hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Terdapat 8 penjual, yang mana salah 

satu penjual yang menyediakan modal bagi para perintis. Juga terdapat 184 

pembeli, dimana 2 pembeli yang melakukan cidera janji oleh salah satu penjual, 

yang menyebabkan sebuah akad menjadi fasad. Disebut fasad sebab dalam KHES 

praktik tersebut merusak daripada rukun dan syarat sahnya jual beli. Terdapat 

pada pasal 28 (1) meyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi 

rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian diperjelas oleh pasal 73 menyebutkan 

bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan 

mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.  

 
Kata kunci : Halal, Jual, Beli, Pupuk, Hukum 
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MOTTO 

 

عهلْتمَُُ اَللّهَ قهدَْ جه انهَ بهعْدهَ تهوْكِيدِهها وه هيْمه َ تهنْقضُُوا الْْ له أهوْفوُا بِعههْدَِ اَللَِّ إِذها عهاههدْتمَُْ وه  وه

ا تهفْعهلوُنهَ لهيْكُمَْ إنََِ اَللّهَ يهعْلهمَُ مه عه  كهفِيلًا
 “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 

kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang 

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). 

Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia 

sebagai makhluk sosial yang mana jual beli menunjukkan bahwa manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. 

Namun seringkali dalam melakukan jual beli, terjadi kecurangan yang dapat 

merugikan masyarakat.
1
 

Transaksi bisnis dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan umat 

Muslim. Islam menganjurkan perdagangan yang jujur, adil, dan transparan, 

serta menghindari praktik-praktik yang merugikan atau melanggar prinsip-

prinsip etika Islam.
2
  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan sebuah aturan 

hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi manusia dengan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

diaplikasikan dengan segala situasi dan kondisi dalam kehidupan manusia, 

banyak pelaku transaksi yang belum memahami mengenai aturan hukum 

Islam maupun dari hukum positif yang berlaku.
3
 Kompilasi Hukum Ekonomi 

                                                           
1
 Muhammad Azani, Hasan basri, Dewi Nurjannah Nasution, “PELAKSANAAN TRANSAKSI 

AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN 

TAMPAN PEKANBARU,” Jurnal Gagasan Hukum (3) 1 (2021): 2. 
2
 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihadd Al-Syaukani (Jakarta: Logos, 1999): 175. 

3
 M. Noor Harisuddin, Ilmu Ushul Fiqh I (Jember: STAIN Jember Press, 2014): 67. 
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Syariah (KHES) pada prinsipnya, disusun sebagai respon terhadap 

perkembangan baru dalam hukum muamalat.
4
 

Berbagai aspek menjadi hal penentu dalam transaksi jual beli untuk 

memastikan apakah transaksi yang digunakan sudah sesuai atau belum, 

apakah rukun dan syarat nya sudah di laksanakan dengan baik atau tidak. 

Sebab, suatu barang harus dipastikan kehalalan nya. Barang yang tidak halal 

akan berdampak kepada sah dan tidaknya transaksi yang dilakukan.
5
 Adapun 

rukun dan syarat jual yang harus dipenuhi antara lain, adanya pejual dan 

pembeli ditempat, adanya kesepakatan para pihak, obyek atau barang harus 

jelas, tujuan berakad pun harus jelas. Terdapat syarat obyek dalam jual beli, 

salah satunya yaitu barang yang dijuabelikan harus sudah ada. Tetapi pada 

praktik lapangannya, terdapat pihak pihak yang mengabaikan hal tersebut. 

Seiring perkembangan zaman, dalam memenuhi kebutuhan terkadang 

terjadi transaksi jual beli yang bertentangan dengan syariat. Seperti jual beli 

pupuk anorganik  (super zeolite) non subsidi. Pupuk anorganik memiliki 

banyak manfaat dalam kehidupan manusia guna membantu perkembangan 

tanaman mereka, karena memiliki unsur hara yang baik. Dengan banyaknya 

manfaat yang diperoleh dari pupuk anorganik berjenis super zeolite, maka hal 

tersebut menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Tetapi pada 

lapangannya, bisnis tersebut tidak memberikan maslahat kepada salah satu 

pihak.  

                                                           
4
 Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam 

(Yogyakarta: Al-Mawardi, 2008). 
5
 Raja Ritonga, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, dkk, “Analisis Fiqh Islam Terhadap 

Transaksi Jual Beli Yang Dilarang,” Jurnal Ekonomi Syariah Vol.3 (1) (2023): 31 



3 

 

 

Berdasarkan hasil prasurvei yang peneliti lakukan di Desa Panca Karsa 

Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, bahwasanya terdapat 

praktek jual beli pupuk anorganik berjenis super zeolite, dimana bisnis 

tersebut merupakan usaha sampingan yang dijalankan oleh bapak Imam 

Malik. Dalam jual beli pupuk anorganik, pak IM memberikan modal kepada 

orang-orang yang ingin merintis usaha pupuk. Pak IM sendiri tidak menyetok 

barang di rumahnya, beliau langsung memesannya di pabrik. Tidak banyak 

orang yang melakukan kecurangan dalam berisnis, seperti tidak membayar 

sisa modal.
6
 

Hasil prasurvei lainnya yaitu dengan bapak Kasian dan bapak Bambang 

yang membeli pupuk anorganik untuk kebutuhan pertaniannya dalam 

menyuburkan tanaman, juga sebagai perintis baru jual beli pupuk anorganik 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Menurut mereka pupuk anorganik 

memiliki keunggulan seperti terukurnya dosis dalam penggunaan. Maka dari 

itu bapak Kasian dan bapak Bambang tertarik untuk berbisnis jual beli pupuk 

anorganik.
7
 

Jual beli merupakan kegiatan muamalah antar sesama manusia yang di 

bolehkan dalam Islam. Ketentuan ketentuan jual beli juga telah diatur dalam 

Islam salah satunya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam 

ketentuan KHES jual beli yang tidak mengutamakan kemaslahatan bersama 

maka dinyatakan jual beli yang fasad. Hal tersebut berdasarkan rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi yaitu menjalankan kesepakatan dengan baik, juga 

                                                           
6
 Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 05 September, 2023. 

7
 Wawancara dengan bapak K dan bapak B pada tanggal 06 September, 2023. 
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mengenai barang yang kepimilikannya dimikili penuh oleh penjual.
8
 Namun 

faktanya tidak sedikit orang yang melakukan transaksi jual beli pupuk 

anorganik seperti yang terjadi di Desa Panca Karsa Purna Jaya beberapa 

orang melakukan manipulatif dalam berbisnis yaitu melakukan cidera janji, 

tidak membayar sisa modal yang diberikan. Hal tersebut tentu tidak 

diperbolehkan dan akan mendapatkan sanksi menurut KHES.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis syarat sahnya transaksi pada 

praktik jual beli pupuk anorganik dengan tujuan untuk mengetahui implikasi 

praktik tersebut dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Dengan 

demikian, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat, transparan, dan 

adil dalam menjalankan praktek bisnis. Dan juga dapat mengembangkan 

bisnis sesuai dengan apa yang sudah menjadi pedoman agar tidak terjadi 

suatu permasalahan yang tidak diinginkan.
9
 

Berdasarkan hasil pengamatan masalah di masyarakat, penulis tertarik 

untuk mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Syarat Sahnya Transaksi 

Pada Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik Ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar 

Baru, Kab. Tulang Bawang).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, rumusan 

masalah yang peneliti dapatkan, yaitu :  

                                                           
8
 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008). 

9
 Purwanto, E., & Yulianto, A, “Analisis dampak jual beli pupuk organik di bawah tangan 

terhadap keberlangsungan bisnis petani di Kabupaten Rembang,” Jurnal Administrasi Publik 

(JAP) 4(1) (2020): 4. 
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1. Bagaimanakah praktik jual beli pupuk anorganik di Desa Panca Karsa 

Purna Jaya ? 

2. Bagaimanakah syarat sahnya transaksi pada praktik jual beli pupuk 

anorganik ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara universal 

bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

permasalahan yang terperinci, tujuannya :  

1. Untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimanakah 

praktik jual beli pupuk anorganik di Desa Panca Karsa Purna Jaya. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tentang syarat sah transaksi pada 

praktik jual beli pupuk anorganik. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas, penelitian ini 

memberikan manfaat baik secara teoritis mapun praktis : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman bagi mahasiswa IAIN Metro khususnya dan 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai Ilmu Hukum 

Ekonomi Syariah (hukum Muamalah) yang berkaitan dengan 

syarat sebab halal jual beli pupuk.  

b. Penelitian ini bisa menjadi referensi kajian berikutnya yang 

berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, terutama 

mengenai jual beli pupuk. 



6 

 

 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan peneliti. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih 

pemikiran bagi masyarakat yang berkaitan dengan proses jual 

beli sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

D. Penelitian yang Relevan 

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan 

tulisan-tulisan dan karya ilmiah dengan pembahasan ini berasal dari karya 

ilmiah, tesis atau skripsi terdahulu. Diantaranya : 

Skripsi dari Khoirul Anwar, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Mas Said Surakarta dengan judul, “Tinjauan Fikih Muamalah 

Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, 

Kabupaten Magetan”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pupuk 

yang dibayar dengan hasil panen di akhir atau dengan sistem pembayaran 

tempo dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual pupuk dan 

petani. Akan tetapi penjual pupuk mensyaratkan kepada pembeli pupuk jika, 

petani sudah panen mereka harus menjual hasil panennya kepada penjual 

pupuk lagi karena telah terikat syarat dengan sistem pembayaran di awal 

secara tempo. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

pada syarat pembayaran, yaitu dengan menggunakan pembayaran setelah 

panen yang bersifat memaksa. Sedangkan pada penelitian penulis 



7 

 

 

pembayaran dilakukan setelah panen tetapi tidak bersifat memaksa. Adapun 

persamaannya adalah keduanya membahas mengenai persyaratan dalam 

praktik jual-beli pupuk.
 10

  

Skripsi dari Tutut Handayani, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam 

Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul, “Analisis Hukum Islam 

Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. 

Sidrap”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli pupuk pertanian yang 

pembayarannya dilakukan dengan cara ditangguhkan. Dalam karya ilmiah 

tersebut peneliti menguraikan bahwa pegadang yang menjual pupuk 

menaikkan harga jualnya apabila pembeli melakukan sistem pembayaran 

tangguh. Pembeli akan melakukan pembayaran pada waktu musim panen, 

dengan harga pupuk yang dinaikkan oleh penjual, alasannya adalah 

dikarenakan harga pupuk yang mengalami kenaikkan. Permasalahannya 

terletak pada syarat perjanjian pembayaran, yang kemudian keluar dari 

keepakatan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

pada sistem syarat pembayaran
 
yaitu sistem pembayaran tangguh dengan 

menaikkan harga jual pupuk yang dilakukan diluar kesepakatan. Sedangkan 

pada penelitian penulis sistem pembayaran tidak menaikkan harga jual pupuk. 

Adapun persamaannya adalah keduanya membahas mengenai persyaratan 

dalam praktik jual-beli pupuk.
 11

  

                                                           
10

 Khoirul Anwar, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Desa 

Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan” (Jawa Tengah, Universitas Islam Negeri 

Raden Mas Said Surakarta, 2022). 
11

 Tutut Handayani, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara 

Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap” (Sulawesi Selatan, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 

2020). 
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Skripsi dari Abdul Gufron, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

(UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq dengan judul, “Analisis Yuridis Normatif 

Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan Tanpa Izin Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata”. Karya ilmiah tersebut 

menguraikan permasalahan mengenai praktik jual beli kayu tanpa izin yang 

dilakukan oleh seseorang dengan modus melakukan penebangan kayu 

dihutan, yang kemudian diangkut dan diperjualbelikan. Hal tersebut 

merupakan sebuah pelanggaran, dimana tidak diberlakukannya syarat-syarat 

yang sudah ditertera dalam hukum manapun. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian penulis adalah pada
 
objek dan juga syarat ketentuan yang 

diteliti, yaitu penjualan kayu tanpa izin, diluar dari persyaratan yang sudah 

tertera. Adapun persamaannya adalah keduanya membahas mengenai 

persyaratan dalam praktik jual-beli pupuk.
 12

 

Dari ketiga penelitian diatas, memiliki kesamaan konteks dalam 

penyusunan skripsi yang peneliti buat. Inti dari kesamaan dari ketiga 

penelitian diatas dengan yang penulis buat adalah pembahasan mengenai 

persyaratan dalam praktik jual beli pupuk. 

                                                           
12

 Abdul Gufron, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Jual Beli Kayu Hutan 

Tanpa Izin Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata” (Jember, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Jual Beli dan Pupuk Anorganik 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama 

dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan 

(bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas 

usaha. Dalam semua proses bisnis, kepercayaan merupakan kunci utama 

dalam segala bentuk bisnis, baik dalam lingkungan bisnis online ataupun 

offline.
1
 

Pada umumnya, jual beli merupakan suatu perjanjian untuk 

menukarkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang yaitu penjual dengan 

pembeli. Kegiatan jual beli tersebut dilakukan dengan masing-masing 

pihak menjual dan membeli barang yang menghasilkan imbalan melalui 

kesepakatan bersama.
2
 

Menurut KHES, bai’ adalah jual beli diantara benda dengan benda, 

atau pertukaran benda dengan uang.
3
 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) hukum akad sendiri dibagi menjadi tiga. Pertama, akad 

yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kedua, 

                                                           
1
 Juhrotul Khulwah, “JUAL BELI DROPSHIP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM,” 

AL-MASHLAHAH JURNAL HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM Vol. 7 (1) (2019): 

10. 
2
 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999): 39. 

3
 Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017): pasal 20. 
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akad yang fasad yaitu akad yang terpenuhi syarat-syaratnya akan tetapi 

terdapat suatu hal yang merusak akad tersebut berdasarkan pertimbangan 

maslahat. Ketiga, akad yang batal yaitu akad yang terdapat kekurangan 

pada rukun dan atau syarat-syaratnya. 

Dapat disimpulkan bahwa, jual beli adalah kegiatan tukar menukar 

uang dengan barang atau sebaliknya yang dilakukan oleh dua orang 

dengan adanya suatu perjanjian. 

Terdapat asas-asas yang menjadi landasan dalam sebuah akad: 

1. Ikhtiyari atau sukarela. Setiap akad yang dilakukan atas kehendak 

para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu 

pihak atau pihak lain; 

2. Amanah atau menepati janji. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh 

para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji; 

3.  Ikhtiyati atau kehati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secaa tepat dan cermat; 

4. Luzum atau tidak berobah. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang 

jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 

spekulasi atau maisir; 

5. Saling menguntungkan. Setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi 

dan merugikan salah satu pihak; 
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6. Taswiyah atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki 

kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang 

seimbang; 

7. Transparansi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban 

para pihak secara terbuka; 

8. Kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para 

pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

bersangkutan; 

9. Itikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan 

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk 

lainnya; 

10. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang 

oleh hukum dan tidak haram.
 4

 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa konsep dasar dalam jual 

beli adalah pemahaman mengenai hal mendasar yaitu pengertian secara 

umum tentang jual beli dan apa saja asas-asas yang harus dilaksanakan 

dengan baik dalam jual beli. Semua praktik jual beli harus dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, 

salah satunya jual beli pupuk yang tidak bersubsidi. 

Tidak hanya asas-asas, akad dalam jual beli pun harus diperhatikan 

dengan jelas. Sebab terjadinya jual beli itu diawali dengan adanya sebuah 

                                                           
4
 Anggota IKAPI, Kompilasi Hukkum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokusmedia, 2008): 18-

19. 
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akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 

untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuata hukum tertentu.   

2. Pupuk Anorganik 

Pada dasarnya, pupuk memiliki peranan penting dalam kesuburan 

tanah. Setiap jenis pupuk memiliki sifat tertentu atau karakteristik yang 

menjadi salah satu petimbangan bagi petani dalam pengaplikasiannya.
5
 

Maka dari itu sekarang banyak sekali petani yang berbisnis pupuk guna 

untuk mendapatkan keuntungan. Saat ini pupuk yang sedang naik daun 

adalah pupuk anorganik jenis NPK dengan merek super zeolite. Pupuk 

anorganik merupakan jenis pupuk yang dikelompokkan berdasarkan 

susunan kimia. Pupuk anorganik sendiri merupakan pupuk yang dihasilkan 

dari serangkaian proses kimia atau penggunaan bahan kimia, sehingga 

dalam penggunaannya harus tepat dosis dan terukur. Pada pupuk 

anorganik, karena sudah terukur dosisnya maka nutrisi yang dihasilkan 

dapat langsung diserap oleh tanaman. Namun, pupuk anorganik juga 

memiliki kelemahan seperti kurangnya unsur hara mikro dan dampak 

negatif pada lingkungan. Jika terlalu banyak dalam penggunaan pun akan 

mengakibatkan tanaman menjadi tidak tumbuh tetapi justru mati. 
6
 

Komposisi yang terdapat pada pupuk anorganik yang menjadi objek 

pembahasan, antara lain : iron trioxide (Fe203), alumunium trioxide, 

                                                           
5
 Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, dan Aditya Murtilaksono, PUPUK DAN 

PEMUPUKAN (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021): 14. 
6
 Nadila Cahyani, “Pupuk Anorganik” (Mertani, 2023), 

https://www.mertani.co.id/post/pupuk-anorganik-pengertian-sifat-dan-cara. 
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calcium oxide (CaO), magnesium oxide (MgO), manganese dioxide 

(MnO2), chromium trioxide, sodium oxide, potassium oxide. 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Adapun 

dalil Al-Qur’an : 

QS. Al-Baqarah : 275 

 وَأَحَلَّا اللَّّها الْبَ يْعاَ وَحَرَّماَ الر ِّباَ

Artinya : “Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba.” 

Dalam ayat tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli 

merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya. Dan secara tegas 

tidak memperbolehkan riba. 

QS. An-Nisa : 29 

لْبَاطِّلِّا إِّلَّّا أَناْ نَكهماْ بِّ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِّيناَ آمَنهوا لَّا تََْكهلهوا أمَْوَالَكهماْ بَ ي ْ
ۚ ا   تَكهوناَ تَِِّارةَ ا عَناْ مِّنْكهمْتَ رَاض ا 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”
 7

 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli 

dan melarang untuk memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010). 
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Sehingga jual beli diperbolehkan dengan syarat adanya rasa suka sama suka 

diantara kedua belah pihak selama tidak melanggar madarat serta tidak 

merugikan salah satu pihak. 

Adapun dasar hukum dari hadist , antara lain : 

a. Hadist Rifa’ah ibnu Rafi’: 

ا اصَلَّىااللَّّهاعَلَيْهِّاوَسَلَّمَاسهئِّلَاأَيُّاالْكَسْبِّ اأَنَّاالنَّبِّ ِّ عِّ
عَنارِّفاَعَةَابْنِّاراَفِّ

؟اقاَلَ:اعَمَلهاالرَّجها امبرور اأَطْيَبه ابِّيَدِّهِّاوكَهلابيَع  لِّ  
 

Artinya : “Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW. ditanya usaha 

apakah yang paling baik? Nabi menjawab : Usaha seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan 

oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim) 

b. Hadist Abi Sa’id : 

ا االصَّدهوقه ره اصَلَّىااللَّّهاعَلَيْهِّاوَسَلَّمَاقاَلَ:االتَّاجِّ اعَنْاالنَّبِّ ِّ
اسَعِّيد  عَنْاأَبِِّ

النَّبِّي ِّيَناوَالص ِّد ِّيقِّيَناوَالشُّهَدَاءِّعْناَاالَْْمِّينهامَع ا  
 

Artinya : “ Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW. beliau bersabda: Pedagang 

yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan 

Nabi, shiddiqin, dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu ‘Isa: 

Hadis ini adalah hadis yang shahih)
8
 

 

 

                                                           
8
 Ahmad Wardi Muslich, FIQH MUAMALAT, Cet. Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015): 178. 
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c. Hadist Ibnu ‘Umar : 

االلَِّّّا اعَنِّاابْنِّاعهمَرَاقاَلَاقاَلَارَسهوله االصَّدهوقه ره صَلَّىااللَّّهاعَلَيْهِّاوَسَلَّمَاالتَّاجِّ
امَعَاالشُّهَدَاءِّايَ وْمَاالْقِّيَامَةِّااالَْْمِّينها الْمهسْلِّمِّ  

 

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah 

SAW. Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, 

beserta para syuhada pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)
9
 

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Rukun Jual Beli 

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ditunaikan agar 

dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut adalah rukun jual 

beli. Dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah karangan Mardani, rukun jual 

beli terdapat 3 hal : 

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 

b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 

c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua 

belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan 

transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun 

perbuatan.
10

 

Pada KHES, rukun akad terdiri atas : 

a. Pihak-pihak yang berakad, 

                                                           
9
 Ahmad Wardani, FIQH MUAMALAT, Cet. Ke-3 ( Jakarta : Amzah, 2015) : 178. 

10
 FIQH EKONOMI SYARIAH (Fiqh Muamalah): 102. 
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b. Objek akad, 

c. Tujuan pokok akad, dan 

d. Kesepakatan.
11

 

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan 

usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 

Seperti hal nya dalam berbisnis. Orang yang berbisnis atau memiliki 

bisnis harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan mengerti 

tentang hukum tersebut. Tujuannya agar tidak mudah diperdaya dengan 

orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tujuan dalam berbisnis pun 

harus jelas dan transparan, tidak boleh melenceng dari tujuan. Sebab, 

dalam dunia bisnis khususnya di desa belum tentu pasti akan 

menguntungkan, tapi nyatanya justru menyebabkan kerugian. Maka 

dari itu penting bagi orang-orang yang berakad untuk mengutamakan 

rukun akad pada point ketiga dalam KHES yaitu tujuan pokok akad.
12

 

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul. Dalam ijab dan kabul 

tidak ada lafazh-lafazh tertentu yang harus digunakan karena yang 

menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan 

struktur. 

Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk 

melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan 

dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan pejual, “Aku telah 

                                                           
11

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: pasal 22. 
12

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : pasal 23. 
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menjual,” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Aku telah 

menyerahkan,” dan lainnya.
13

 

2. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat 

terjadiya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad lujum 

(kepastian/keharusan). Secara umum, tujuan adanya semua syarat 

tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, 

menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli 

gharar, dan lain-lain.
14

 

Syarat jual beli atau akad menurut KHES : 

(1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, 

kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha, 

(2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, da tamyiz. 

(3) Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. 

(4) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurana dan 

dapat diserahterimakan.
15

 

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad 

tidak terdapat tujuh syarat, sebagai berikut : 

                                                           
13

 Sayyid Sabiq, FIQIH SUNNAH JILID 5 (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013): 35. 
14

 Rachmat Syafe’i, FIQIH MUAMALAH, Cet. Ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001): 

76. 
15

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: pasal 23, 24.. 
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a. Saling rela antara kedua belah pihak. Karena adanya kerelaan 

antara kedua belah pihak dalam melakukan sebuah transaksi 

merupakan syarat mutlak keabsahannya. (QS. An-Nisa : 29) 

b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, 

yaitu orang yang balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad 

yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau 

idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad 

yang bernilai rendah seperti, membeli kembang gula, korek 

api, dan lain-lainnya. (QS. An-Nisa : 5 dan 6) 

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya 

oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang 

belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. (HR. Abu Daud dan 

Tarmizi, “Janganlah engkau jual barang yang bukan 

milikmu.”) 

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. 

Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar 

(miras) dan lain-lain. (HR. Ahmad, “Sesungguhnya Allah 

bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai 

jual barang tersebut.”) 

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. 

Maka tidak sah jual mobil yang hilang, burung di angkasa 

karena tidak dapat diserahterimakan. 
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f. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat 

akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas 

objeknya. 

g. Harga harus jelas saat transaksi.
16

 

Dalam buku KHES, kategori hukum akad pada pasal 26, 27, dan 

28. Bunyi pasal 26, yaitu : 

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan : 

a. Syariat Islam, 

b. Peraturan perundang-undangan, 

c. Ketertiban umum, dan/atau 

d. Kesusilaan. 

Pada pasal 27, hukum akad terbagi kedalam tiga kategori, yaitu : 

a. Akad yang sah, 

b. Akad yang fasad/dapat dibatalkan, 

c. Akad yang batal/batal demi hukum. 

Pada pasal 28 menjelaskan bahwa : 

a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, 

b. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad 

tersebut karena pertimbangan maslahat, 

                                                           
16

 FIQH EKONOMI SYARIAH (Fiqh Muamalah): 103. 
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c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-

syaratnya.
17

 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada 

pasal 29, 34, dan 35 yang menerangkan tentang perjanjian dan penipuan 

dalam akad jual beli. Pada pasal 29 berbunyi : 

a. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah 

akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur 

ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, taghrir atau 

tipuan, dan ghubn atau penyamaran. 

b. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan : 

1) Kesepakatan mengikatkan diri, 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

3) Terhadap sesuatu hal tertentu, 

4) Suatu sebab yang halal menurut syariat. 

Pasal 34 berbunyi : 

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu 

muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga 

terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak 

dilakukan tipu muslihat. 

Pasal 35 berbunyi : 

Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara 

prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.
18

 

                                                           
17

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2017. 
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Dalam jual beli menurut KHES antara penjual dan pembeli harus 

membuat sebuah perjanjian untuk mengikatkan diri agar jual beli tersebut 

dianggap sah. Sebaliknya jika diantara penjual dengan pembeli tidak 

membuat suatu perjanjian tertulis diatas kertas, maka jual beli tersebut 

dianggap batal, dikarenakan akan berdampak tidak baik terutama pada 

seorang penjual. 

Adapun akibat bai’ atau jual beli, terdapat pada pasal 92 ayat (1) 

sampai (4) KHES : 

1) Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan, 

2) Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal 

adalah barang titipan, 

3) Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana 

tersebut pada ayat (2) diatas, apabila barang itu rusak karena 

kelalaiannya, 

4) Apabila barang yag harus diganti itu tidak ada dipasar, maka 

pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut 

pada saat penyerahan.
19

 

Terdapat syarat dimana salah satu pihak yang mengadakan akad 

terhalang untuk melaksanakan prestasinya, antara lain:  

a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak 

terduga oleh para pihak; 

                                                                                                                                                               
18

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. 
19

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pihak yang harus melaksanakan prestasi; 

c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan 

pihak yang harus melakukan prestasi; 

d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan 

beritikad buruk.
20

 

 

D. Syarat Sah Jual Beli 

Pada prinsipnya akad harus diartrikan dengan pengertian aslinya bukan 

dengan pengertian kiasannya. Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak 

perlu ada penafsiran.  

Dalam jual beli terdapat syarat khusus agar dapat dipandang bahwa jual 

beli tersebut memiliki keabsahan, yang artinya jual beli tersebut sah. Terdapat 

dalam KHES, menyatakan bahwa syarat khusus yang dikaitkan dengan akad 

jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. 

Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual 

beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.  

Jual beli dapat dikatakan sah jika dilakukan dengan syarat yang sah 

pula. Syarat sah jual beli dapat dilihat dari syarat objek yang diperjualbelikan. 

Adapun syarat objek yang harus dipenuhi dalam jual beli, antara lain : 

1) Barang yang dijualbelikan harus ada. Maksudnya adalah nyata, terlihat 

dengan jelas bahwa barang tersebut yang akan menjadi objek jual beli. 

                                                           
20

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : pasal 41. 
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2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. Jika tidak dapat 

diserahkan maka dapat dikatakan cacat syarat objeknya. 

3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki 

nilai/harga tertentu. Maksud dari nilai barang adalah dilihat dari nilai 

guna barang tersebut, apakah barang tersebut dapat berguna dan 

bermanfaat bagi yang memilikinya. 

4) Barang yang dijualbelikan harus halal. 

5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Karena jika 

tidak diketahui oleh pembeli, yang menjadi kekhawatiran adalah barang 

tersebut berbeda dengan apa yang sudah di promosikan oleh penjual. 

6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. Maksudnya 

adalah spesifikasi dari barang tersebut. 

7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang 

dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. 

8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak 

memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
21

 

Jual beli yang sah dan mengikat tentu akan berakibat berpindahnya 

kepemilikan objek. Sebelum berpindahnya kepemilikan objek penjual 

mempunyai hak untuk ber-tasharuf terhadap harga barang yang dijual. 

Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah 

akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak. 

                                                           
21

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: pasal 73-76. 
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Dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai hak untuk 

membatalkan jual beli, jika pada jual beli tersebut hanya menguntungkan satu 

pihak saja. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka 

ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli tersebut.
22

  

Dapat disimpulkan dalam hal ini, bahwa jual beli yang memenuhi rukun 

dan syaratnya hukumnya adalah sah. Dan jual beli yang sah tentu tidak dapat 

dibatalkan. Jika dibatalkan akan menimbulkan jual beli gharar (penipuan). 

                                                           
22

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field reserch).
1
 Penulis akan meneliti mengenai syarat sahnya 

jual beli beli pupuk anorganik dengan turun langsung ke lapangan 

penelitian yaitu di Desa Panca Karsa Purna Jaya untuk memperoleh data-

data yang diperlukan. Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data 

dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi 

sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan 

selanjutnya dilakukan analisis. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis ini bersifat penelitian kualitatif 

dengan pedekatan deskriptif. Menurut Denzin Lincoln (1994), 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai berbagai metode 

yang ada. Dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan 

penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001): 

3. 
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masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang 

kompleks dan rinci.
2
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena atau 

peristiwa tertentu berdasarkan kondisi realitas atau natural setting secara 

keseluruhan dan rinci.
3
 Dengan menggunakan metode dan pendekatan 

tersebut, membantu peneliti dalam mengungkapkan bagaimana praktik 

jual beli pupuk anorganik yang terjadi di Desa Panca Karsa Purna Jaya 

melalui sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

B. Lokasi dan Sumber Data Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah Pak IM yang bekerja sebagai 

distributor pupuk anorganik (super zeolite). Lebih jelasnya di Desa Panca 

Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data 

yang didapat langsung dari lapangan.
4
 Dengan melakukan observasi 

dan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang terlibat 

dalam penelitian, khususnya penjual dan pembeli pupuk di Desa 

Panca Karsa Purna Jaya. Di Desa tersebut terdapat 8 penjual pupuk 

                                                           
2
 Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). 

3
 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). 

4
 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005): 57. 
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dan 184 pembeli pupuk yang berprofesi sebagai petani. Dalam hal 

ini penulis menggunakan teknik double purposive sampling baik 

penjual maupun sebagai narasumber melalui wawancara. Terdapat 

tiga sampel atau orang yang akan menjadi sumber data primer, 

diantaranya yaitu: 

1) Bapak IM sebagai penjual pupuk, 

2) Bapak K sebagai tani singkong, 

3) Bapak B sebagai tani jagung, 

Penggunaan sumber data tersebut dilatarbelakangi sebab ketiga 

sampel merupakan pihak-pihak yang melakukan praktik atau 

transaksi jual beli yang menjadi objek pembahasan. Dengan 

demikian, data tersebut akan sangat membantu penulis dalam 

melakukan penelitian. 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang sudah dalam bentuk jadi. 

Melalui data sekunder, penulis melakukan studi pustaka dengan 

mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang sedang terjadi. Beberapa literatur  yang 

menjadi sumber penulis antar lain, buku Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) dalam PERMA RI Nomor 02 Tahun 2008, e-book 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh Pusat Pengkajian Hukum 

Ekonomi Syariah (PPHIM), jurnal mengenai metode penelitian, 

berita-berita atau fenomena yang sedang terjadi. 

C. Teknik Pengumpulan Data 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

dalam suatu topik tertentu.
5
 Teknik wawancara yang digunakan oleh 

penelliti adalah teknik wawancara semi-terstuktur. Dalam sesi 

wawancara tersebut, peneliti sudah mengetahui tentang topik dan 

fenomena sosial yang sedang diteliti (misalnya seperti batas-batas topik 

dan apa yang dan tidak berkaitan dengan pertanyaan penelitian) tetapi 

tidak tahu dan tidak dapat mengantisipasi semua jawaban. Dalam artian, 

wawancara tersebut bisa aja dapat menambah pertanyaan untuk 

menambah atau memperjelas permasalahan, diluar dari persiapan penulis. 

Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka, dalam format tertulis, 

atau melalui telepon.
6
 Wawancara semi-terstruktur dapat diartikan 

sebagai wawancara yang sudah dipersiapkan, dan peneliti memberikan 

keleluasan kepada narasumber menerangkan apa yang sudah menjadi 

topik bahasan walaupun tidak langsung kepada pembahasannya. Peneliti 

akan langsung bertanya kepada beberapa orang yang menjadi narasumber 

yaitu distributor pupuk dan pembeli pupuk. Seperti yang sudah tertera 

pada sumber data primer. 

 

2. Dokumentasi  

                                                           
5
 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, Cet. Ke-4 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 

2020): 83. 
6
 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: ANDI 

(Anggota IKAPI), 2018): 62. 
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Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
7
 Dokumentasi juga bisa berbentuk berupa 

dokumen seperti buku harian, notula rapat, jadwal kegiatan, surat-surat 

resmi, dan lain sebagainya. Bentuk lainnya adalah foto. Adapun 

dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

berbentuk laporan penjualan, foto dan gambar. Dengan menggunakan 

dokumen tersebut akan dapat memberikan informasi yang bersifat 

deskriptif.
8
 Juga untuk memperoleh data mengenai proses dari jual beli 

pupuk di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang 

Bawang. Gambar yang akan dicantumkan oleh peneliti adalah gambar 

dari produk pupuk anorganik (zeolite). 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
9
 Analisis data berupa 

informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, 

meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. 

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif deduktif 

untuk menganalisis data dengan tujuan agar mempermudah pembahasan.
10

 

Dengan menggunakan metode tersebut peneliti akan merangkum informasi 

bersumber hal-hal atau teori-teori dan dalil yang penting untuk dibahas yang 

                                                           
7
 metodologi Penelitian: 84. 

8
 Mamik, Metodologi Kualitatif (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015): 115. 

9
 Miles Matthew, Analisis Data Kualitatif, (Universitas Indonesia : Jakarta, 2007), 6. 

10
 Safrida Hafni Sahir, METODOLOGI PENELITIAN, (Penerbit KBM INDONESIA : 

Jogjakarta, 2021), 47. 
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berlandaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian melakukan 

analisis terhadap data mengenai syarat sebab halal pada praktik jual beli 

pupuk anorganik yang di lakukan di Desa Pancakarsa Purnajaya, Kec. Banjar 

Baru, Kab. Tulang Bawang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. Banjar Baru, 

Tulang Bawang  

1. Sejarah Singkat Desa Panca Karsa 

Sedikit sejarah mengenai Desa Panca Karsa Purna Jaya. Kampung 

Panca Karsa Purna Jaya awalnya merupakan pemukiman transmigrasi 

umum masyarakat yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa 

Barat. Penempatan warga  transmigrasi di  lakukan pada bulan Juli tahun  

1978, terdiri dari 2 Rayon dengan jumlah penduduk ±1.017 jiwa atau 

sekitar 250 Kepala Keluarga  yang menempati lahan seluas 1.802 Ha. 

Pada mulanya kampung ini diberi nama Pemukiman Transmigrasi 

Unit V (Lima) Tulang Bawang yang dipimpin oleh kepala unit (1978-

1984) dan dalam binaan Departemen Transmigrasi. Saat itu, luas 

pemukiman Transmigrasi Unit V adalah ±3.403,55 Ha.  

Pada tanggal 24 Desember 1992, berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, pemukiman Transmigrasi 

Unit V diserah terimakan kepada Daerah menjadi desa persiapan. Dan 

kemudian terjadi beberapa pemekaran dari Kampung Panca Karsa Purna 
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Jaya. Akibat dari pemekaran tersebut, luas kampung Panca Karsa Purna 

Jaya berubah menjadi ±902 Ha.
1
 

2. Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa 

a. Jumlah penduduk menurut kelamin 

Tabel 4.1 

Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa Menurut Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 1067 orang 

2 Perempuan  1105 orang  

3 Belum megisi 166 orang  

 Jumlah 2338 orang 
2
 

 

b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di desa 

Panca Karsa Purna Jaya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 

Keadaan Penduduk Desa Panca Karsa Menurut Mata 

Pencaharian 

 

No. Pekerjaan Jumlah 

1 Wiraswasta 170 orang 

2 Guru 15 orang 

3 Buruh Tani/Perkebunan 11 orang 

                                                           
1
 Admin Website Resmi, “Sejarah Desa,” dalam Website Resmi Kampung Panca Karsa 

Purna Jaya (Tulang Bawang, 2013), https://pancakarsapurnajaya-

banjarbaru.desa.id/artikel/2021/1/21/sejarah-desa. 
2
 Admin Website Resmi, Monografi Desa Panca Karsa, diakses pada tanggal 22 November 

2023,  https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/data-wilayah 



33 

 

 

 

4 Karyawan Honorer 9 orang 

5 Karyawan Swasta 32 orang 

6 Petani/Pekebun 184 orang 

7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 50 orang 

8 Pelajar/Mahasiswa 225 orang 

9 Mengurus Rumah Tangga 456 orang 

10 Pensiunan  4 orang 

11 Buruh Harian Lepas 5 orang 

12 Tukang Kayu 2 orang 

13 Seniman  2 orang 

14 Perdagangan  1 orang 

15 Belum/Tidak Bekerja 529 orang 
3
 

 

c. Jumlah penduduk menurut usia kerja 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Menurut Usia Kerja 

 

No. Usia Kerja 
Kelompok Kerja 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 10-14 Tahun 81 75 156 

2 15-19 Tahun 82 73 155 

3 20-24 Tahun 73 75 148 

4 25-29 Tahun 74 79 153 

5 30-34 Tahun 76 76 152 

                                                           
3
 Admin Website Resmi, Monografi Desa Panca Karsa, diakses pada tanggal 22 November 

2023,  https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/data-wilayah 
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6 35-39 Tahun 63 82 145 

7 40-44 Tahun 61 77 138 

8 45-49 Tahun 34 73 107 

9 50-54 Tahun 359 286 645 

10 55-59 Tahun 22 37 59 

11 60-64 Tahun 19 28 47 

12 65-69 Tahun 15 19 34 

13 70-74 Tahun 17 10 27 

14 Diatas 75 

Tahun 

13 33 46 
4
 

 

3. Struktur Organisasi Desa Panca Karsa 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Desa Panca Karsa Purna Jaya 

 
  

                                                           
4
 Admin Website Resmi, Monografi Desa Panca Karsa, diakses pada tanggal 22 November 

2023,  https://pancakarsapurnajaya-banjarbaru.desa.id/data-wilayah 

Kepala Desa 

BAKRI 

Kep. Seksi 
Pemerintahan 

SUPRIYANTO 

Kep. Seksi Umum 
& Pembangunan 

SUTOYO 

Kep. Seksi Pelayanan 
& Kesra 

EKO 
ALAMSYAH 

Kep. Urusan 
Keuangan 
TOHAERUN 

Sekretaris Desa 

ROHMAT 
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4. Kondisi Wilayah Desa Panca Karsa 

Desa Panca Karsa Purna Jaya terletak dijalur strategis yang dilalui 

Jalan Lintas Timur Sumatra, yang berjarak 6 km dari ibukota kecamatan 

dan 23 km dari ibukota kabupaten. 

Luas wilayah desa Panca Karsa Pruna Jaya adalah 902 Ha, dengan 

perbatasan desa, yaitu : 

a. Disebelah utara berbatasan dengan desa Banjar Baru,  

b. Sebelah selatan dengan desa Kahuripan Jaya,  

c. Sebelah timur dengan desa Mekar Indah Jaya, dan  

d. Disebelah barat berbatasan dengan desa Panca Mulya dan desa 

Cahyow Randu Kabupaten Tulang Bawang.  

Wilayah desa terdiri dari lahan persawahan tadah hujan sekitar 11 

ha, tanah kering untuk peladangan/perkebunan 801 ha, dan selebihnya 

daerah pemukiman, perairan, dan lain-lain. 

 

B. Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik (Super Zeolite) di Desa Panca Karsa 

Purna Jaya 

Kegiatan usaha jual beli pupuk anorganik di desa Panca Karsa 

berkembang selama 2 tahun belakangan ini. Bisnis tersebut dijalankan oleh 

Bapak IM. Awalnya Bapak IM diajak oleh salah satu owner yang menjadi 

pelopor adanya pupuk super zeolite tersebut pada bulan Januari tahun 2021. 

Seiring berjalannya waktu, pupuk anorganik yang dipromosikan oleh Bapak 

IM mulai dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat desa Panca 
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Karsa. Beberapa masyarakat mulai membeli pupuk anorganik yang 

dipasarkan oleh Bapak IM. Bapak IM juga menyediakan modal bagi 

masyarakat yang sungguh-sungguh berniat baik ingin merintis usaha pupuk 

tersebut. Mayoritas masyarakat di desa Panca Karsa adalah petani, maka 

mudah bagi penjual dalam mempromosikan pupuk anorganik yang 

manfaatnya pun tidak diragukan lagi. Tetapi yang sangat disayangkan adalah 

penjual tidak memiliki izin usaha dalam bisnis tersebut. Bapak IM tidak 

menyetok pupuk dirumah, beliau hanya memilliki browsur penjualan.
5
 Yang 

artinya hak kepemilikan barang tersebut tidak sepenuhnya milik penjual.  

1. Bentuk Akad 

Sebelum pembeli memesan produk pupuk anorganik yang dijual, 

pembeli melihat sampel atau gambar yang dipromosikan oleh penjual 

melalui browsur ataupun sosial media dengan melihat kegunaan dan 

manfaat sesuai dengan kebutuhan petani saat ini. Pembeli melakukan 

akad dengan penjual melalui via telepon, tidak bertemu secara 

langsung. Akad tersebut terjadi setelah diantara para pihak membuat 

kesepakatan. Kesepakatan kemudian ditanda tangani oleh para pihak 

secara langsung di rumah penjual. Dalam akad tersebut pembeli 

mendapatkan jaminan barang bagus dan berkualitas. Tetapi salah satu 

pihak yaitu pihak pembeli melakukan cidera janji atau tidak amanah 

dengan tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah dibuat dan 

ditandatangani. Cidera janji yang dilakukan adalah tidak membayar sisa 

                                                           
5
 Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember. 
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uang modal yang sudah diberikan oleh penjual. Artinya pembeli 

menghindar dari tanggung jawab yang sudah disepakati.
6
 Tertulis dalam 

KHES mengenai asas-asas akad yang harus dilakukan, salah satunya 

yaitu amanah/menepati janji, sebab setiap akad wajib dilaksanakan oleh 

para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 

bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji, 

terdapat pada pasal 21 point b.  

2. Transaksi pengiriman atau sistem penjualan 

Dalam menjalankan bisnis jual beli pupuk tersebut, penjual 

mematok harga sebesar 150.000/kantong untuk daerah sekitar 

kecamatan Banjar Baru. Setiap kantongnya berisi 50kg pupuk dengan 

sama rata, tidak kurang dan tidak lebih. Harga untuk diluar daerah 

sekitar, penjual mematok harga dengan 180.000/kantong dihitung 

sekaligus dengan biaya pengirimannya. Biaya pengiriman dihitung 

dengan seberapa jauh jarak yang ditempuh. Penjual tidak meng-

inventori pupuk anorganik dirumahnya, jika ada pembeli yang membeli 

pupuk maka penjual akan mengirimkan langsung dari pabrik induknya.
7
 

Dengan tidak meng-inventoei pupuk dirumahnya, pembeli 

mengkhawatirkan terjadinya kerusakan pada proses pengiriman. Karena 

pembeli sendiri belum melihat dengan jelas produk pupuknya secara 

langsung. Sedangkan dalam KHES pada pasal 76 tentang objek jual beli 

                                                           
6
 Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember, 2023. 

7
 Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember. 
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point e, tertulis bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui 

oleh pembeli. 

3. Transaksi Pembayaran atau sistem pembayaran 

Pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran cash tempo, yang 

berarti akan dilunasi setelah barang habis terjual atau setelah panen. 

Pembeli melakukan pengiriman melalui rekening yang sudah 

dikirimkan oleh penjual. Pengiriman pembayaran tersebut dilakukan 

dengan menggunakan rekening anaknya. Dalam pembayaran tidak ada 

penambahan harga atau bunga. Tetapi jika pembeli melakukan 

kecurangan atas pembayaran tersebut dengan tidak membayar 

pelunasan, maka akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan yaitu di 

blacklist dari pemasar dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
8
 

Dari para pihak pembeli rupanya hanya ingin membayar cash temponya 

saja, berniat untuk tidak melunasi sisa pembayaran. Hal ini dianggap 

melakukan cidera janji, karena menyimpang dari kesepakatan yang 

sudah disepakati. 

 

Bapak K selaku pembeli yang melakukan transaksi jual beli pupuk 

anorganik di desa Panca Karsa Purna Jaya tujuannya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk memenuhi kebutuhan 

pertanian guna menyuburkan tanaman singkong yang ditanamnya. Awal mula 

bapak K memutuskan untuk di modali oleh penjual karena tidak ada uang 

                                                           
8
 Wawancara dengan bapak IM pada tanggal 01 Desember, 2023. 
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untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan bersama keluarga. Bapak K 

memberanikan diri untuk melakukan transaksi jual beli pupuk yang 

jumlahnya tidak sedikit, kurang lebihnya 8 ton dengan harga Rp 24.000.000,-.  

Bapak K melakukan transaksi tanpa melihat terlebih dahulu kehalalan 

jual beli produk pupuk tersebut. Hanya melihat apa saja komposisi yang 

terkandung dalam pupuk anorganik sesuai atau tidak dengan kebutuhan 

petani. Penjual sudah menjelaskan bahwa produk pupuk tidak mengandung 

bahan-bahan yang haram. Bapak K tidak melihat secara langsung pupuk 

anorganik, beliau melihat dari sosial media yang di upload oleh penjual 

melalui platform facebook. Setelah mempertimbangkan manfaat pupuk 

tersebut bapak K yakin bahwa pupuk tersebut sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh petani saat ini. Setelah melakukan transaksi pertama, bapak 

K menghilang begitu saja tanpa kabar. Penyebabnya, karena bapak K tidak 

bisa membayar sisa modal yang sudah diberikan, dengan alasan penjualan 

pupuknya macet di petani lain yang membeli pupuk padanya. Dengan begitu 

bapak K melakukan pelanggaran terhadap akad melalui kesepakatan yang 

sudah dibuat. Sesuai dengan kesepakatan antar pihak, maka akan di blacklist 

dari pemasar, dan akan membayar penuh modal secara berangsur.
9
 

Sama hal nya dengan bapak K, bapak B selaku pembeli yang 

melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik di desa Panca Karsa Purna 

Jaya untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan sehari-hari dan untuk 

memenuhi kebutuhan pertanian guna menyuburkan tanaman jagung yang 

                                                           
9
 Wawancara dengan bapak K pada tanggal 09 Desember. 
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ditanamnya. Bapak B juga dimodali oleh penjual karena beliau kurang 

mampu dalam menafkahi keluarganya. Akhirnya beliau memutuskan untuk 

mencoba menjual pupuk walaupun tidak ada modal sama sekali. Bapak B 

melakukan transaksi jual beli pupuk anorganik lebih besar dibandingkan 

dengn bapak K, yaitu kurang lebih 10 ton dengan nominal uang sebesar Rp 

30.000.000,-.  

 Bapak B melakukan transaksi dengan tidak melihat terlebih dahulu 

kehalalan jual beli produk pupuk tersebut. Bapak B hanya melihat komposisi 

apa saja yang terdapat dalam pupuk anorganik sesuai atau tidak yang 

dibutuhkan oleh petani. Bapak B tidak melihat secara langsung produk pupuk 

yang dijual, beliau hanya melihatnya melalui browsur yang diberikan oleh 

bapak IM. Dalam akad tersebut, antara penjual dengan pembeli membuat 

kesepakatan hitam diatas putih dengan materai. Tetapi, kesepakatan itu tidak 

diindahkan oleh bapak B, beliau melanggar kesepakatan dengan tidak ingin 

membayar modal yang sudah diberikan oleh bapak IM.
10

 

Alasan bahwa bapak B melakukan hal tersebut adalah karena penjualan 

pupuknya macet atau dihutangi oleh petani-petani yang membeli pupuk 

jualannya. Bapak B tidak bisa membayar dan memilih untuk tidak 

bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah beberapa bulan, pada akhirnya 

bapak B dipertemukan oleh bapak IM dan beliau berjanji untuk membayar 

sisa modal yang belum dibayarnya dengan berkala. Menurutnya perlakuan 

seperti itu tidak akan berpengaruh kepada hukum ekonomi, karena memang 

                                                           
10

 Wawancara dengan Bapak B pada tanggal 15 Desember, 2023. 
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beliau tidak mengetahui secara menyeluruh dalam sudut pandang hukum 

ekonomi.  Beliau tidak berani berkomentar apapun mengenai hal tersebut.
11

 

 

C. Analisis Syarat Sebab Halal Praktik Jual Beli Pupuk Anorganik di Desa 

Panca Karsa Purna Jaya Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat 

dipahami bahwasanya terdapat aturan pasal-pasal yang mensahkan hukum 

jual beli dan juga terdapat aturan yang tidak mensahkan hukum jual beli. 

Sahnya jual beli pupuk jika diantara para pihak sudah memenuhi rukun dan 

syarat sesuai dengan aturan KHES. Pupuk yang dikategorikan adalah pupuk 

anorganik yang basisnya merupakan pupuk yang komposisinya tidak 

mengandung bahan-bahan haram. Akad yang dilakukan pun harus sesuai 

dengan ketentuan KHES. Jika akad yang dilakukan keluar dari kesepakatan 

maka jual beli dianggap tidak sah. Parameternya adalah semua yang 

berhubungan dengan jual beli harusnya dipenuhi terlebih dulu rukun dan 

syaratnya.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Panca Karsa 

Purna Jaya bahwasanya pupuk yang diperjualbelikan adalah pupuk anorganik 

(super zeolite) yang komposisinya tidak mengandung bahan yang 

diharamkan. Pupuk tersebut diproduksi secara baik dari sebuah pabrik dengan 

melihat manfaat yang sangat dibutuhkan para petani saat ini. Dari segi 
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 Wawancara dengan Bapak B pada tanggal 15 Desember. 
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manfaatnya, banyak petani yang mengincar pupuk tersebut, guna 

menyuburkan tanamannya juga ingin berbisnis. Dari segi mudaratnya 

(bahaya), petani tidak mengetahui bagaimana cara berbisnis sesuai dengan 

aturan-aturan, terutama adalah syarat yang menjadi sahnya jual beli tersebut. 

Terdapat kesepakatan yang harus ditunaikan oleh orang yang ingin 

melakukan bisnis. Dalam KHES pada Bab IV pasal 60 menyatakan bahwa 

“Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-

masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.”  

Dalam KHES pada pasal 28 (1) disebutkan bahwa akad yang sah adalah 

akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dilanjutkan dengan pasal 29 

yang menyebutkan syarat sahnya akad adalah akad yang disepakati dalam 

perjanjian, tidak mengandung unsur gharar atau khilaf, dilakukan dibawah 

ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan penyamaran. Namun pada 

praktiknya, terjadi jual beli gharar yang merugikan salah satu pihak, yaitu 

pihak penjual. Disebut gharar sebab terjadi cidera janji dalam akad yang 

mengacu pada rukun dan syarat jual beli, yang kemudian merugikan salah 

satu pihak. Pasal 73 KHES menyebutkan bahwa syarat khusus yang dikaitkan 

dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan 

pihak-pihak. Sebab yang diperjualbelikan adalah pupuk anorganik dengan 

jumlah yang lumayan besar, maka diantara kedua belah pihak harus 

mendapatkan keuntungan nya masing-masing. Dijelaskan pada pasal 74 

bahwa apabila dalam jual beli bersyarat tersebut hanya menguntungkan salah 

satu pihak, maka jual beli dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.  
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Perihal transaksi pengiriman atau serah terima barang setelah akad dan 

kesepakatan disetujui oleh para pihak, maka ada kewajiban yang harus 

dipenuhi. Pada pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa pembeli wajib 

menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan pejual terikat untuk 

menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Tidak hanya itu, dalam 

proses pengiriman barang harus memperhatikan tatacara penyerahan sesuai 

dengan kepatutan masyarakat. Sebab disebutkan dalam pasal 81 ayat (4) dan 

(5) bahwa tatacara penyerahan barang bergantung pada sifat, jenis dan /atau 

kondisi barang yang dijual tersebut. Tatacara penyerahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam 

masyarakat. Untuk transaksi pembayaran dilakukan setelah barang sampai 

kepada penerima dalam hal ini adalah pembeli. Padal pasal 83 ayat (1) 

menyebutkan, apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka penjual 

berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang 

telah disepakati. Dilanjutkan pada ayat (2), jika penjualan dilakukan secara 

borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum 

dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang. Akan tetapi, pada 

praktiknya jual beli dilakukan secara kredit, maka diperjelas dalam pasal 84 

ayat (1) bahwa penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan 

secara kredit. Kemudian pada ayat (2) diperjelas lagi bahwa hak penahanan 

barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggung pembayaran 

barang yang dijual dengan pembayaran tunai. 
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Jenis jual beli yang terjadi di Desa Panca Karsa adalah jenis jual beli 

bersyarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Sedangkan 

kesepakatan sangat penting dalam jual beli, karena dapat menjadi sebuah 

jaminan jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atau ingkar janji 

sebelum maupun sesudah akad jual beli. Pada Bab IV pasal 56 KHES, 

disebutkan bahwa kesepakatan masuk kedalam unsur bai’ atau jual beli, yang 

artinya menjadi salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dengan 

baik. Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang 

telah disepakati. Begitupun pembeli, pembeli menyerahkan uang atau benda 

yang setara nilainya dengan objek jual beli sesuai kesepakatan (Pasal 63 

(1)&(2)). Tidak hanya masuk kedalam unsur jual beli, kesepakatan juga 

masuk kedalam salah satu rukun jual beli. 

Dalam praktik jual beli pun terdapat pihak yang melakukan ingkar janji 

atau keluar dari kesepakatan. Pasal 36 menyebutkan ciri-ciri pihak yang 

dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila : 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  

Kesalahan yang disebutkan pada pasal 36 dapat dilakukan secara sengaja 

maupun tidak disengaja. Tetapi pada praktiknya ada kesengajaan yang dibuat 
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hingga merugikan salah satu pihak. Dalam KHES pasal 38 ada beberapa 

sanksi bagi pihak yang melakukan ingkar janji : 

a. Membayar ganti rugi; 

b. Pembatalan akad; 

c. Peralihan risiko; 

d. Denda; dan/atau 

e. Membayar biaya perkara.  

Point pentingnya adalah semua akad yang dibentuk secara sah berlaku 

sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak 

hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi 

juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan, dan nash-nash syariah (Pasal 44 & 45). Juga pentingnya 

memahami rukun dan syarat sah jual beli guna kemaslahatan dan kehalalan 

baik akad maupun produk yang akan diperjualbelikan. 

Berdasarkan hasil dari analisa penulis diatas, maka syarat sahnya 

transaksi dalam praktik jual beli pupuk anorganik di Desa Panca Karsa Purna 

Jaya, Kec. Banjar Baru, Tulang Bawang yaitu praktik jual beli pupuk yang 

berakibat menjadi praktik jual beli yang mengandung unsur gharar karena 

terdapat pihak yang tidak mengindahkan kesepakatan jual beli dan itu 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebab jual beli yang 

sah, tentu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan 

tidak haram. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli 

yang dilakukan di Desa Panca Karsa Purna Jaya merupakan praktik jual beli 

yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Terdapat 8 penjual, yang 

mana salah satu penjual yang menyediakan modal bagi para perintis. Juga 

terdapat 184 pembeli, dimana 2 pembeli yang melakukan cidera janji oleh 

salah satu penjual, yang menyebabkan sebuah akad menjadi fasad. Disebut 

fasad sebab dalam KHES praktik tersebut merusak daripada rukun dan syarat 

sahnya jual beli. Terdapat pada pasal 28 (1) meyebutkan bahwa akad yang 

sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian 

diperjelas oleh pasal 73 menyebutkan bahwa syarat khusus yang dikaitkan 

dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan 

pihak-pihak.  

 

B. Saran  

Bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi bisnis jual beli pupuk 

anorganik, hendaknya mengetahui terlebih dahulu mengenai kesepakatan dan 

dasar hukum kesepakatan bersama yang tertulis dalam kertas, agar kedua 

belah pihak yang bersangkutan tidak saling merugikan. 
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ALAT PENGUMPULAN DATA 

 

ANALISIS SYARAT SEBAB HALAL PADA PRAKTIK JUAL BELI 

PUPUK ANORGANIK DI TINJAU DARI KOMPIASI HUKUM 

EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Panca Karsa Purna Jaya, Kec. 

Banjar Baru, Tulang Bawang) 

Oleh : 

Triyani Nur Barokah (1902022022) 

 

A. Ringkasan Singkat Objek Penelitian 

Jual beli merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa manusia 

sebagai makhluk sosial yang mana jual beli menunjukkan bahwa manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia lainnya.  

Pada transaksi jual beli berbagai aspek menjadi hal penentu untuk 

memastikan apakah akad yang digunakan sudah sesuai atau belum, apakah 

rukun dan syarat nya sudah di laksanakan dengan baik atau tidak. Sebab, 

suatu barang harus dipastikan kehalalan nya. Barang yang tidak suci atau 

tidak halal akan berdampak kepada sah dan tidaknya transaksi yang 

dilakukan. Beberapa praktik jual beli pupuk di desa yang dilakukan oleh 

masyarakat saat ini tidak memperhatikan adanya rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi. 

Perbandingan-perbandingan yang sudah dilakukan oleh penulis melalui 

penelitian terdahulu tentu memberikan acuan sebagai literatur dan juga 

sumber data secara tidak langsung. Perbandingan yang dilakukan adalah 
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dengan melihat dari sudut pandang syarat sebab halalnya praktik jual beli 

tersebut yang menjadi objek pembahasan.  

Seperti pada permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu jual 

beli pupuk anorganik (super zeolite) non subsidi di Desa Panca Karsa Purna 

Jaya, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang yang tidak dilakukan dengan 

tidak memperhatikan terlebih dahulu bagaimana rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak. Yang artinya para pelakunya tidak 

merujuk pada rukun dan syarat jual beli yang seharusnya sudah tertulis. 

Permasalahan tersebut terjadi antara distributor dengan calon pelaku usaha 

yang ingin merintis usaha baru, yang mana calon pelaku usaha tersebut tidak 

memiliki modal untuk membuka usaha yaitu menjual pupuk anorganik. 

Dikarenakan tidak mempunyai modal, kemudian calon pelaku usaha dimodali 

oleh distributor dengan bentuk barang atau pupuk dengan pembayarannya 

setelah pupuk tersebut laku terjual, tanpa melihat spesifikasi dari barang 

tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu terdapat niat yang kurang baik dari 

seorang pelaku usaha tersebut, yakni ingin menipu dengan tidak membayar 

modal yang sudah di berikan oleh distributor. Juga dalam hal tersebut tidak 

ada surat perjanjian antara keduanya. Maka dari itu jual beli tersebut 

dikatakan jual beli yang tidak sah, karena dalam jual beli tersebut tidak 

memenuhi apa yang sudah menjadi rukun dan syarat sah nya jual beli. Hal ini 

tentu bisa saja terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan yang tidak dimiliki 

oleh distributor maupun calon pelaku usaha mengenai rukun dan syarat sah 

jual beli yang baik dan benar menjadikan praktik tersebut kurang maksimal 
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atau bahkan bisa dikatakan tidak maksimal sekali. Dan akan dapat  

mengakibatkan atau menimbulkan dampak yang tidak baik bagi penjual 

maupun pembeli.  

Oleh karena itu, sebab penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

lapangan, penulis membuat beberapa pertanyaan dalam wawancara guna 

menjawab permasalahan yang terjadi. Berikut pertanyaannya, antara lain : 

Pertanyaan untuk wawancara kepada distributor (penjual) 

1. Sejak kapan Anda menjadi distributor pupuk anorganik (super zeolite) ? 

2. Apa yang mendorong Anda untuk ikut berbisnis menjadi disributor 

pupuk anorganik (super zeolite) ? 

3. Apakah Anda menyetok barang yang diperjualbelikan ? 

4. Bagaimana proses penjualan pupuk anorganik (super zeolite) yang Anda 

lakukan ? 

5. Bagaimana proses akad jual beli pupuk anorganik yang Anda lakukan 

bersama dengan pembeli ? 

6. Apakah dalam transaksi tersebut terdapat adanya kesepakatan hitam 

diatas putih (surat perjanjian jual beli) ? 

7. Apakah Anda memiliki surat izin usaha dalam penjualan pupuk 

anorganik tersebut ? 

8. Apakah Anda memiliki prosedur khusus untuk pengangkutan dan 

penyimpanan produk pupuk anorganik yang halal? 

9. Bagaimanakah sistem pembayaran yang Anda lakukan dengan pembeli ? 
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10. Jika ditangguhkan (kredit), apakah ada penambahan harga (bunga) dari 

waktu pembayaran yang sudah disepakati ? 

11. Apakah terdapat sanksi bagi pembeli yang melakukan pelanggaran, 

dengan tidak mengindahkan perjanjian jual beli pupuk tersebut ? 

12. Bagaimana Anda mengelola catatan dan dokumentasi terkait dengan 

produk pupuk anorganik yang Anda distribusikan? 

Pertanyaan untuk wawancara kepada pembeli 

1. Apa yang membuat Anda berani untuk membeli pupuk anorganik 

tersebut dengan jumlah yang besar, sedangkan Anda tidak memiliki 

modal yang cukup ? 

2. Apakah Anda melihat secara langsung produk pupuk anorganik tersebut 

? 

3. Apakah Anda mengetahui hak kepemilikan barang tersebut, apakah milik 

penjual sepenuhnya atau tidak ? 

4. Apakah produk pupuk anorganik yang Anda beli sesuai dengan apa yang 

sudah dideskripsikan oleh penjual ? 

5. Apakah dalam transaksi tersebut terdapat kesepakatan antara Anda 

dengan penjual ? 

6. Bagaimana sistem pembayaran yang Anda lakukan dengan penjual ? 

7. Mengapa Anda tidak menepati janji yang sudah disepakati pada akad jual 

beli pupuk anorganik tersebut ? 

8. Apa alasan Anda melakukan jual beli gharar pada transaksi produk 

pupuk anorganik tersebut ? 
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9. Bagaimana Anda menjaga catatan pembelian dan dokumentasi terkait 

produk pupuk anorganik yang Anda beli? 

10. Apakah Anda yakin, Anda bisa membayar modal tersebut dengan 

sepatutnya atau secara berkala ? 

B. Metode Dokumentasi 

Peneliti melihat secara langsung ke lokasi distributor dan pembeli pupuk 

anorganik. 

 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 

Saipullah, M. A. 

NIP. 198711092019031007 

Metro, 24 Oktober 2023 

Mahasiswa Ybs, 

 

 

 

 

Triyani Nur Barokah 

NPM. 1902022022 
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Wawancara dengan para pihak yaitu penjual dan pembeli 
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Gambar browsur, komposisi, dan sampel produk pupuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwitansi pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan produk 
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